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ABSTRAK:

Beranjak dari pengalaman bahwa setiap menjelang pemilu, terdapat dua hai yang
bertolak beiakang. Di satu pihak pers merupakan media yang diharapkan menjadi pelopoer
kemajuan demokrasi, metalui pemberitaan politik kepada masyarakat. Tetapi dipihak lain,
pemerintab justru merasa ketakutan dengan kekuatan media pers atas dampak yang
mungkin timbul dan merugikan penguasa.

Peningkatan suhu politik pada masa kampanye, dapat diketahui dari media pers
yang memberitakan kejadian kampanye pemilu ketiga OPP sejak awal kampanye dimulai
hingga kampanye selesai. Di Jawa tengah dan DLY, penstiwa politik menjelang pemilu
nampak sekali berpenganth pada kegiatan kampanye. Walaupun demikian pemerintah
merasa berwenang mencampuri urusan pers dengan pembatasan-pembatasan pemberitaan.
Hal ini membawa konsekuensi kemungkinan kecenderungan pers dalam memberitakan
kegiatan kampanye OPP memihak kepada kepentingan partai pemerintah.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil masalah penting daiam
bidang ilthu komunikasi potitik adalah apakah dengan berbagai regulasi yang diberikan
pihak berwenang menjelang kampanye berlangsung, pers dacrah dominan di Jawa Tengah
dan DY kehilangan independensi dalam pemberitaan? Pokok masalah penelitian ini
bukan melihat dampak media pada khalayak, tetapi lebih menekankan bagaimana media
menyajikan liputan berita, khususnya berita tentang politik sepanjang masa kampanye
pemilu 1997 dari tiga surat kabar yang terbit di Jawa Tengah-DIY yaitu: Bernas,
Kedeulatan Rakyat, Suara Merdeka? Metode penelitian yang digunzkan adalah analisis
isi, Populasi: Berita kampanye pemilu 1997 Surat kabar Kedaulatan Rakyat, Suvara
Merdeka, Bernas.



ABSTRACT:

Two antagonistic dimensions between the press and government interests always
- be problem about pre-election campaign in Indonesia. The press will be so much pioneer
to increase democratic life about media political exposure to public. But, the zovernment
take care to media power impact that will be decreased govemment credtbility.

Political information in the press media well increase, so much political event
about political party campaign from beginning to the end of political campaign peried. In
Jawa Tengah and DIY political events before campaign manifest in newspaper and
influgnce to campaign actifity. And the government involvement with its suthority to the
press affairs, it restricts the press freedom to communicate. Is the press policy changes
one o cooptation with the government policy or the independence keep well 7

The study problem about political communication science that is media content
along election campaign 1997 independence? And with content analysis method, this
study will be take characteristic of the political information.
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BABI
PENDAHULUAN

L LATAR BELAKANG

Setiap masa kampanye pemilu, sejak pemilu awal orde baru, peran pers selalu
menjadi pusat perhatian pemerintah dan pihak keamanan. Pada Pemilu 1977 vang lalu,
melalui hasil penelitian, Ridwan menunjukkan bahwa terdapat 3 posisi penting dati pers
yaitu:

Pertama, pers hanya akan bertindak sebagai wasit dan tidak ikut menentukan
politik OPP. Dalam hal ini pers harus tetap netral dan tidak terlibat dalam politik prakiis,
Berita-berita harus didasarkan fakta dan komentar yang sesuai dalam tajuk rencana.

Kedua, pers tidak diijinkan melaporkan panjang lebar mengenai aktifitas
kampanye secara khusus. Hal ini untuk menghindari kontroversi yang dapat mengundang
polemik tanpa akhir sehingga memungkinkan munculnya kerawanan sosial dan keamanan,

Ketiga, pers dapat digunakan untuk kampanye atas permintaan OPP, sehingga
peran politik praktis yang menonjol dan menguntungkan salah satu OPP (Ridwan dajam
Flournoy, 1992).

Dari hasil penelitian tersebut nampak bahwa pihak berwenang berpandangan
normatif atas peran strategis pers dalam komunikasi potitik & Indonesia. Terkandung
kekhawatiran akan pengaruh pers tethadap kerawanan sosial, politik dan keamanan pada
masa menjelang pemily, maka meourut persepsi mereka perlu dilakukan repulasi atas
pemberitaan yang berkaitan dengan pemilu,

Walaupun petjalanan sejarah orde baru telah mengalami berbagai kemajuan, baik
periumbuhan ekonomi, stabilitas politik, meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
akan tetapi nampaknya persepsi pemerintah dan pihak keamanan atas peran sosial politik
pers belum mengalarmi perubzhan, Tekanan pemerintah atas peran pers, yang semestinya
sebagai alai kontrol kekuasaan pemerintah, dilakukan ketika penpuasa mengalami desakan
partisipasi arus bawah melalut berbagai kegiatan protes atas kebijakan-kebijakan yang
dibuat,

Sehubunpan dengan itu, Harsono Suwardi mengungkap bagaimana hubungan pers

dan pemerintah dalam pemilu 1987, yang dapat dijadikan indikasi bahwa peran pers dalam

{



politik di indonesia belum berpihak pada kehidupan demokrasi. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa:

1. Sistem hubungan yang ada selama i, antara pers dan pemerintah adajah
simbiosis mutualistis.

2. Pola hubungan tersebut karena porsi pemberitaan lebih banyak diberikan
untuk Golkar dari pada PPP maupun PDI. Akibatnya sifat hubungan antara
pemerintah & pers adatah patemnalistik, baik pers daerah maupun Ibukota
{Harsono Suwardi 1992).

Pada kampanye pemiiu 1992, di DIY terjadi 2kst protes atas pelarangan
penggunaan kendaraan bermotor untuk kampanye. Dan menimbulkan apa yang dikenal
"Peristiwa Yogya 1992". Dari analisis wacana yang dilakukan atas berita aksi protes yang
dilakukan warga PPP dan PDI yang dirmuat dalam surat kabar daerah Kedaulatan Raicyat
menunjukkan bahwa terdapat implikasi ideologis yang menunjukkan kecenderungan
dukungan terhadap Golkar, Dan melalui pilihan sumber benta serta penggunaan sumber
teks untuk kutipan ditemuian bahwa pelaku protes tidak diberikan kesempatan untuk
bicara secara luas {JNS Gono dalam Forum 1997).

Berita-berita mengenai tuntutan kehidupan demokrasi yang berasal dan atus
bawah, pada menjelang pemilu 1597 saat ini semakin sering. Munculnya Mepawati
sebagai simbol demokrasi memperluas dukungan arus bawah untuk melakukan berbagai
tuntutan. Isu utama di daerah Jawa Tengah dan DIY yang nampak menjadi obyek aksi
protes dan membawa dampak politis yang luas, bersamaan menguatnya dukungan
terhadap Megawati, antara lain isu kuningisasi, isu pembangunan rumah dinas Gubernur
yang kontraversial, meninggalnya wartawan Bemnas Udin dan dikaitkan dengan berita
tentang kolusi 1 milyard Bupati Bantul dan Megaproyek Parangtritis.

Peningkatan suhu politik menjelang pemitu dapat dibaca melalui berita-berita di
media massa daerah mengenai pawai kendaraan bermotor oleh PPP, yang dilakukan
hampir setiap hari di dagrah-daerah. Akibat yang ditisnbulkannya berupa pemeczhan kaca
mabil, perkelahian, dan kerawanan sosial yang hampir meluas, Juga meningkatnya
kerusuhan di Pekalongan, Banjarnegara,, Temanggung, Wonosobo, Banyumas.

Peran strategis pers daerah sekali lagi memperoleh sorotan tajam dari pihak

keamanan, bahkan hingga Pangab sendiri mengisyaratkan agar pers membuat berita-becita



yang bertanggung jawab dan tidak membuka pelvang untuk meningkatnya gangguan
kezmanan maupun kerusuhan politik. Walau;:;un demikian dari gambaran fersebut
nampaknyz justru menunjukkan fungsi pers sebagai media komunikasi politik amat besar.
Damnpak dari peringatan-peringatan pihak keamanan terhadap pers itu jelas bahwa fakta
berita kadang-kadang tidak ditampilkan secara terbuka, tetapi menggunakan bshasa
eufemisme, juga kadang-kadang tidak ditampilkan dalam pers demi menjaga ketertiban
dan kearnanan. Esensi fungsi pers sebagai media komunikasi potitik menjadi hilang, sebab

pers lebib menonjolkan peristiwa "ceremonial' dan terkesan memihak.

II PERMASALAHAN

Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah yang terdapat dalamn pers daerah
Jawa Tengah dan DIY. Menurut pengamatan, menjelang pemilu 1997 ini telah muncul
berbagai reaksi politik yang diasumsikan dipengaruhi oleh pemberitaan sebagai Aeadfine
pers daerah, Ketika mengalami perbesaran skala imaji politik terhadap berita-berita, yang
didulung proksimitas yang tinggi Pers daerah dengan pembacanya, reaksi politik meluas.
Tidak heran pihak berwenang melakukan pencegahan melalui wefengan, teguran,
kunjungan ke perusahaan pers, bahkan peringatan keras terhadap pers yang memberitakan
berbagai kerusuhan yang muncul di dagrah.

Melalui analisis isi terhadap berita kampanye pemilu 1997, studi ini
mempertanyakan apakah dengan berbagai regulasi yang diberikan pihak berwenang
menjelang kampanye berlangsung, pers daerash dominan di Jawa Tengah dan DIY
kehilangan independensi dalam pemberitaan? Pokok masalah penelitian im bukan melihat
dampak media pada khalayak, tetapi lebih menekankan bagaimana media menyajikan
liputan berita, khususnya benta tentang politik sepanjang masa kampanye pemilu 1997
dari tiga surat kabar yang terbit di Jawa Tengah-DIY vaitu: Bernas, Kedaulatan Rakyat,
Suara Merdeka?

I  TUJUAN DAN MANFAAT PENELATIAN
independensi merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh hampir setiap surat
kabar, Motio vang dikemukakan sebagai cerminan jiwa isi sural kabar biasanya

mengutamakan kepentingan rakyat. Sebagai medium komunikasi politik terkadang



karakteristik demikian tidak dipegang teguh. Karena berbagai pertimbangan editorial yang
sangat memungkinkan terjadi perubahan akibat wejungan pihak berwenang maupun
"pesanan” penierintah.
Secara tegas penelitian ini bertujuan mengkaji;
- Karakteristik pers daerah Jawa Tengah & DIY yang dominan, melalui
liputan berita kampanye pemilu 1997,
- Bagaimana surat kabar menyajikan liputan berita kampanye pemilu 1997,
apakah terdapat sistem hubungan yang memungkinkan 151 berita tampi

dengan kecenderungan memthak OPP, atau pemernintah?

Sedangkan manfaat penelitian adalah

- Secara teoritik dan metodologi membernt sumbangan terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan komunikasi khusushya komunikasi
politik di Indonesia.

- Akan member sumbangan kepada kehidupan pers di Indomesia, dan

kehidupan demokrasi melalui saluran pers pada umumnya.

v KERANGKA TEORITIK

Penelitian mengenai pers di Indonesia belum banvak dilakukan. Pers vang
digunakan dalam penelitian ini, adalah istilab pers dalam arti sempit, yaitu selurub media
cetak. Untuk penelitian ini adalah surat kabar saja. [stilah pers dalam arti luas termasuk
media elektronik (radio dan televisi) tidak tercakup dalam penelitian 1ni.

Oemar Seno Aji menulis bahwa media itu banyak macam dan sifatnya (Oemar
Seno Aji, 1973). Dalam konteks pers dalam arti sempit, medium ini memiliki peranan
yang penting dalam kehidupan pelitik di [ndonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari arti
maupun manfaat pers dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kehadiran surat kabar
di tengah masyarakat dapat dipergunakan sebagai indikator mengenai seberapa jauh
masyarakat atau kelompok masyarakat sudah bisa membaca maupun menulis (World
Communication, Unesco, 1975},

Dalam kaitan ini Harsono Suwardi memberikan pemahaman yang lebih luas

terhadaq (ungs! media massa dalam proses kehidupan politik. Menurutnya terdapat dua



pandangan normatif yang berbeda: Pertama, media massa diharapkan mampu
mengutarakan semua masalah yang oleh masyarakat dianggap penting. Misalnya, media
massa harus mampu mengangkat persoalan ke permukaan, sehingga sesuatu yang kurang
jelas akan memadi lebih jelas. Informasi semacam kondisi moneter hingga harga bahan
pokoic; dan Jain-lain. Kedua, walaupun berdampak pada mempersempit ruang gerak peran
media dalam kehidupan sehari-hari, tefapi justru media massa dianjurkan untuk lebib
selektif dalam mengutarakan masalah yang ada dalam masyarakst. Dalam konteks kedua
ini media mempunyai kecendeningan besar umtuk lebih bersikap sebagat "balancer”
{penyeimbang} anatar kepentingan media dan kepentingan publik (Harsono Suwardi,
1952)

Sistem pers Indonesia, sgjak pemerintahan orde baru menggunakan model kedua.
Walapun pemikiran awal merupakan refieksi atas falsafah tanggung jawab sosial pers.
Berlandaskan pads ideologi Pancasila, falsafah tersebut disesuaikan denpan nilai-nilai
yang berkembang dalam masyasakat dan diberikan label Sistem Pers Pancasila. Dalam
sistem ini ditekankan pada hubungan keseimbangan antara tiga komponen yaitu Pers,
Pemerintah dan Publik. Interaksi positif diharapkan mengemuka sebagai wujud tanggung
jawab sosial pers atas pembetitaannya. Walaupun dalam prakteknya, independensi pers
terhambat oleh peraturan yang dibuat pemerintah, yang berfujuan mengatur arus informasi
di dalam masyarakat.

Selanjutnya secara lebih kKhusus fungsi dari surat kabar bisa dibapi ke dalam fungsi
pendidikan (juga pendidikan politik), fungsi sebagai sumber informasi, sebagai fungsi
hiburan maupun sebagai pengamat lingkungan (Charles Wright, 1959). Sebagai penpamat
lingkungan pers dijadikan sebagai alat kritik sosial. Walaupun demikian penyajian berita
yang berfungsi seperti tersebut ditunjukkan dalam bentuk liputan berita, yang sebelumnya
meialui proses seleksi oleh garekeeper sebelum surat kabar ini sarmpai di tangan pembaca
{Severin dan Tankard, 1991). Oleh karena itu liputan sebuah berita akan melewati banyak
pintu seperhl para pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana sebelum memenuhi
kebutuhan pembaca,

Cafekeeper ini merupakan agen yang menyampaikan informasi dalam berita
kepada calon pembaca yang kebutuhan informasinya relatif memiliki relevansi dengan apa

yang dibuluhkan oleh pembaca sendiri. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh para



gatekezeper adalah semua informasi yang sudah mengalami proses penyaringan dan
produknya adalah informasi atau berita yang bersifat non purposive seperti apa yang
diperkirakan akah menjadi kebutuhan para calon pembacanya. Non purposive ini berarti
pesan-pesan yang disampaikan dengan tidak mempunyai maksud tertentu dari surat kabar.
Jadi yang disampaikan adalah suatu fakta informasi. Dengan demikian, maka peran
gatekeeper adalah pentapis terakhir terhadap keluar masuknya informasi untuk suatu
liputan dalam surat kabar {Harsono Suwardi, 1992).

Dalam surat kabar tersaji di dalamnya terutama komponen-komponen berita
(rrews). Pengertian berita ini berarti semua informasi yang mempunyai nilai berita dan
yang telah ditu-angkan dalam surat kabar. Dengan demikian, semua liputan berita para
wartawan yang telah melaiui seleksi redaktur pelaksana maupun pemimpin redaktur.
Menurut Walseley dan Campbell nilai berita ditentukan oleh 2 fakior yaitu: (a) Faktor
determinants {menentukan) dan (b) faktor components (komponen). Sebagai fakior yang
menentukan, nilal berita mencerminkan sifat dari berita denpan 5 kriteria;

I, Ketepatan Waktu, merupakan kriteria yang paling penting. Walapun
demikian, untuk setiap media ketepatan waktu tidak akan sama, dan
tergantung kepada sifat media masing-masing. Berita yang muncul di surat
kabar lain pada hari yang berbeda. Namun berita yang muncul pada hari
ini di suatu sutat kabar masih bisa muncul dalam majalah berita misalnya.
Demikian juga keadannya dengan media elekironik.

2. Kedekatan (proximity}. Kriteria in tidak bisa dilepaskan dari unsur ruang
atau unsur geografis. Suatu event yang terjadi di Jakarta akan lebih penting
artinya bagi mereka yang tinggal di Jakarta dari pada mereka yang tinggal
di Bandung misalnya. Akan tetapi pemilihan seorang gubernur di Jawa
Barat akan mempunyai nilai berita vang tinggi bapgi masyarakat lawa
Barat, dari pada bagi masyarakat Jakarta. Dan dalam surat kabar di daerah
berita sernacam ini akan memenuhi halaman pertama. Walaupun demikian
apabia ada suatu pemiithan mengenai siapa yang akan dipilih sebagai
pimpinan DPR-RI, maka tidak ada perbedaan antara liputan surat kabar
daerah dengan surat kabar ibukota.

3. Dikenal. Dalam kategor ini disebutkan bahwa makin dikenalnya seseorang



dalam suatu event, makin mempunyai nilai berita untuk peristiwa tersebut.
Umumanya berita semacam ini akan meluas sesuai dengan sifat
kedekatannya.

4, Konsekuensi. Dalam kategori ini suatu event mempunyai konsekuensi
langsung terhadap nilai berita, sehingga suatu peristiwa walaupun tidak
begitu menonjel atau bahkan tidak dikenal, bisa saja menjadi dikenal dan
mempunyai nilai berita apabila dalam event itu dijumpal seorang tokoh
penting terlibat di dalamnya. Misalnya suatu bencana alam kecil disuatu
kota yang amat terpencil dari keramaian, maka ia akan mempunyai nilai
berita apabila dalam bencana tersebut seorang tokoh politik menjadi
korbannya.dalamnya.

5. fHuman [nterest. Dalam kategori yang terakhir ini tidak lain dimaksudkan
adalah bahwa setiap event yang dapat menyentub perasaan manusia atau
yang mengundang perhatian seseorang akan mempunyai nilai berita
tertentu. Dalam kategori ini yang bisa diangkat sebagai berita adalah yang
mempunyal nilai Aweman interest, antara lain:  peristiwa tentang
petualangan, humor, konflik, seks, perasaan sedih atan senang, kejanggalan
dan sejenisnya. Hampir dapat dikatakan bahwa setiap hari surat kabar
mencoeba menampilkan berita yang memiliki unsur Auman interest seperti
ini (Harsono Suward{, 1993),

Sedangkan faktor koraponen merupaken bagian dari sesuatu, yaitu bagian dari
berita. Jadi komponen berita dengan sendirinya berpantung pada isi berita, Kebutuhan
pembaca akan berita surat kabar amat ditentukan oleh selektifitas gufekeeper dalam
sistem. Secara kultural, surat kabar tidak dapat dilepaskan dari lingkungan budayanya,
karenanya terbentuk sistem hubungan dengan berbagai kualifikasinya.

Penggunaan media surat kabar, seperti halnya media massa lainnya olch
masyarakat merupakan hak berkomunikasi. Oleh karena terkandung nilai kebebasan yang
merupakan nilai sosial universal, yang terdini kebebasan berpendazpat, berkumpul,
mempereleh informasi. Kebutuhan akan memperoleh informasi belum tentu sesuai dengan
keinginan yang mendasarinya. Secara tidak sadar, akses informasi ini telalh mengalami

berbagai hambatan yanyg secara sistematis menunda atau membeienggu kebebasan



masyerakat untuk memenuhi kebutuhan jnformasinya. Isi media surat kabar yang
dikomumnikasikan tidak terlepas dari performansi media. Sistem sosial politik, kepemilikan
media (proprictorial} amat betperanan secara signifikan mendukung independens: editonal
menyysun benta.

Perscalan kebebasan ini telah dikupas oleh MeQuad dengan mengajukan tiga

hipotesis bahwa:

1. Penguasaan sebuah surat kabar oleh kelompek atau saluran nasional
mengurangi pelayannya memberikan berita dan pendapat yang sesuai
menurut visi surat kabar itu.

2. Hilangnya sebuah surat kabar yang mampu bersaing mengurangi
keanekaragaman informasi dan pendapat yang diperhukan pembaca.

Berpindahnya kebebasan ke dalam status kelompok (yaitu kedalam status

[}

monapoll) mengurangi independensi dan "semangat” editorial sebuah surat
kabar (McQuail, 1995).

Hipotesis pertama sesusi dengan permasalahan independensi schubungan denpan
implikasi dari isi media di"dikte" oleh kebijakan secara jarak jauh, kebijakan kelompok
pemilik yang ternyata dinilai lebib sesuai dari pada kebijakan editorial lokal. Dalam
hipotesis kedua, masih berkaitan dengan hipotesis pertama, yaitu memungkinkan
interpretasi tingkat keanckaragaman ditampilkan dalam isi media yang keduanya merupa-
kan independensi proses editorial dan merupakan indikator kebebasan, tetapi
permasalahannya apabila diversity justru ditemwkan di antara judyl maupun
saluran-saluran yang dimiliki oleh kelompok pemilik yang sama. Hal ini memungkinkan
munculnya "homogenitas® yang dapat puia disamakan dengan "konformitas”, di sini telah
menunjukkan monopoli atan jaringan mata rantai kepermilikan. Sedangkan hipotesis ketiga
secara Janygsung berhubungan dengan "prepet” dan aktifitas pekerjaan editorial, Dari sisi
ini monepoli kepemilikan media memiliki kontribusi yang tidak keci! terhadap ketidak-
bebasan editorial menyampaikan fakta berita kepada masyarakat,

Penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan porsi pada lembaga birokrast
membuka peluang besar bagi kontrol pemerintah terhadap kehidupan pers. Fungsi media
pers berubah bukan sebagai "watch-dog" dan kritik bagi pemerintah, telapi merupakan

media kepanjangan tangan kekuasaan pemerintah. Pandangan pers yang berlawanan



dengan pemerintah sudah barang tentu akan menghadapi peraturan perundang-undangan
maupun lembapa STUPP. Dengan demikian satu lagi faktor penghambat kebebasan
berkomunikasi justru dari pemepang kekuasaan. Contoh kasus berkaitan kontrol
pemerintah atas pers sepanjang masa orde baru adalah pembredelan tanpa melalui jalur
pengadilan, sehingga alasannya jadh banyak menimbulkan pertanyaan. Walaupun kasus
yang lebih kecil seperti pemberian peringatan lebih sering dilakukan, Beberapa tahun lalu
tiga media pers yang cukup berpengaruh telah dibataikan ijin terbitnya yaitu: Editor,
Detik, Tempo (Fill, 1994). Pembatalan ini dinilai oleh para ahii sebagai matinya
kehidupan demokrasi Indonesia, karena fungsi kritik pers sebagai penyeimbang kehidupan
sistem politik dimatikan,

Nilai berita dalam dunia pers merupakan kata kunei untuk menempatkan pers
sebagai napas kehidupan demokrasi suatu sistera politik. Nilai berita ini merupakan juga
pedoman para wartawan menyeteksi dan membangun sebuah berita. John Hartley
mengutip hasil penelitian Galtang dan Ruge mengenai keadaan yang harus dipenubhi
sebapai syarat pemilihan peristiwa untuk berita. Pola ini menganut pola nilai berita.
Nilai-nilai benta umum tersebut adalah:

1. Frekuensi, merupakan rentang waktu pengamnbilan suatu peristiwa,

2, Permulaan, atan ukuran suatu peristiwa. Terdapat permulaan di mana suate
peristiwa tidak akan diulas seluruhnya (hal ini berkaitan denpan intensitas
misalnya untuk ukuran suaiu instansi, kategori berita lokal atau nasional).

3. {numbiguitas, atau tidak mengandung makna ganda. Berita harus
disajikan dengan jelas sehingga kemungkinan makna ganda dapat
diperkecil,

4, Memiliki arti, terdiri dari (a) kedekatan budaya, yaitu peristiwa yang
serasi dengan latar belakang budaya dari berita-berita yang dikumpulkan
akan terlihat lebih  berarti dari pada yang ain; {b) relevan atau berhubun-
gan dengan khalayak, yaitu penistiwa-peristiwa yang jauh dari budaya,
kelas atau wilayah namun patut dijadikan berita jika mengenai budaya
khalayak.

5. Kecocokan (kesesuaian). Maksudnya, peristiwa yang dapal diramalkan

atau yang diinginkan terjadi, Jika media mengharap sesuatu terjadi,



kemudian sungguh-sungguh peristiwa itu ada.

Tidak terduga, yaitu penistiwa-peristiwa yang tidak terduga diramalkan
sebelumnya, atau hal yang jarang sekali terjadi, tetapi masih mempunyai
arti dan kesesuaian.

Kesiambungan, yaitu penistiwa yang ditampilkan akan muncul lagi di lain
waktu, Atau dengan kata lain, adanya kelanjutan berita dari suatu
peristiwa, meskipun berita itu telah berakhar.

Susunan atau campuran, yaitu peristiwa yang terdiri dari campuran

berbagai macam peristiwa yang berbeda.

(altang dan Ruge mengusulkan empat nilai tambahan yang dianut oleh media di

negara-negara barat yaitu:

L,

Referensi yang dapat dimanfaatkan oleh golongan elite pemerintahan,
misalnya cerita tentang perang, pemilihan umum, dan berbagai bencana.
Referenst bagi crang-orang penting (tokoh). Karena pertama, tindakan
mereka dianggap lebih memiliki pengaruh dari pada kegiatan sehari-hari
dari orang awam, barangkalt kegiatan tohok itu akan mempengaruhi hidup
kita. Alasan kedua, kegiatan sosial mereka merupakan bentuk kegiatan
pelayanan.

Personalisasi, yaitu peristiwa-peristiwa yang nampak merupakan kegiatan
masyarakat sebapgai individu-individu. Individu masyarakat mudah
diketahui atau diidentifikasi dari pada struktur, kekuatan atau institusi
{pemerintahan),

Keburukan, Berita yang buruk biasanya merupakan berita yang batk karena
mengandung unsur wnumbiguitas, relevansi (kecocokan}, permulaan,

frekuansi. {Hartley, 1982)

Pandangan pemerintah mengenai nilai berita lebih besar muatan politiknya,

dibanding dengan pandangan wartawan maupun editor sebuah surat kabar, Pilihan atas

peristiwa yang mengandung nifai berita ini merepakan konflik kepentingan kedua belah

pihak. Dalam sistem pohitik Indonesia, regim menjadi penpguasa tunggal alas pemuatan

berita yang menyangkut kekvasaan di tingkat terlinggi. Seperti dalam kasus-kasus

pemberedeian biasanya menyangkut peristiwa berita yang berhubungan dengan lembapa
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kepresidenan, Padahal menurut pandangan pers, kandungan nilai berita dari peristiwa yang
dipertentangkan dengan penguasa itu adaiah besar. Persoalan ini merebak menjadi
persoalan independens: editorial sebush surat kabar, bagaimana scharusnya pers yang
hidup di tengah hegemoni penguasa agar tetap eksis tetapi tidak mengurangi "vigour”

editonal.

V. METODE

Penghimpunan data penelitian dilakukan dengan metode analisis tsi terhadap surat
kabar Studi ini dikembangkan oleh Laswell, dengan menggunzkan tehnik yang disebut
“symbol coding”, yaitu mencatat lambang-lambang atau pesan secara sistematis untuk
kemudian diberi interpretasi,

Studi ini akan digabungkan dengan studi wacana untuk memperdalam makna
interpretasi vang berusaha mengkaitkan berita dengan lingkungan pada saat peristiwa
berita terjadi.

5.1. Populasi

Populasi penelitian adalah berita-berita kampanye pemilu 1997 sepanjang masa
kampanya antara tanggal 27 April hingga 23 Mei 1997 dan diliput surat kabar yang terbit
di Jawa Tengah dan DIY, dalam hal ini Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, dan Berita
‘Masional. Pertimbangannya, ketiga surat kabar tersebut dikategorikan surat kabar tua di
indonesia dan berpengai'uh di daerah penelitian. Juga menyangkut pemilik modal dan visi
akan banyak memberikan pengaruh kepada kebijakan redaksional,

5.2, Unit analisis

Sebagai dasar unit analisis dibentuk wnir coding, yang merupakan bagian terkecil
dari suatu unit analisis dan akan diberikan skor. Untuk kepentingan penelitian ini
diguniakan tiga jenis unit analisis yaitu kata, terma dan karakter,

Tema merupakan suatu kalimat sederhana, atau suatu pemyataan yang tegas
tentang sesuatu hal. Jadi merupakan kalimat-kalimat sederhana yang muncul sebagai
head-{ines atau kepala berita maupun Tubuh Berita ("Body Text") dalam setiap liputan
mengenai kampanye pemilu 1997 dalam setiap penerbitan ketiga surat kabar yang diteliti.
Dengan sendirinya materi menyangkut semua bentuk tulisan dan berila yang memiliki

relevansi dengan masalah yang diteliti,



Unit analisis lain yang diteliti adalah karakter, yaitu semua informasi yang relevan
dan yang menggambarkan sifat seorang tokoh atau penggambaran suatu sifat yang
mewakili suatu kelompok, atau kedaerahan tertentu yang diliput surat kabar yang menjadi

populasi penelitian.





